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TUGAS & WEWENANG KEJAKSAAN 

(Psl. 30 UU No. 16/2004 Jo UU No.11 Tahun 2021)

DI BIDANG PIDANA DI BIDANG 
PERDATA DAN TUN DI BIDANG KETERTIBAN 

& KETENTRAMAN UMUM

PENYIDIK
Sebagai Jaksa 

Penyidik

PENUNTUTAN
Sebagai Jaksa 

Penuntut 
Umum

Sebagai 
Jaksa Pengacara Negara

PENDAHULUAN

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 2 (ayat 1)). 

KEJAKSAAN MEMPUNYAI POSISI SENTRAL DAN PERANAN YANG 
STRATEGIS DI DALAM SUATU NEGARA HUKUM



Tugas dan Wewenang Kejaksaan

 Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- Melakukan penuntutan;

- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;

- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang;

- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik
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• Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan
untuk dan atas nama negara atau pemerintah

• Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan
turut menyelenggarakan kegiatan:

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

- Pengawasan peredaran barang cetakan;

- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;

- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

- Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal
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PENGERTIAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI
SECARA SEMANTIK TINDAK PIDANA

KORUPSI TERDIRI ATAS KATA TINDAK
PIDANA/DELIK DG KATA KORUPSI.

TINDAK PIDANA/DELIK ADALAH PERBUATAN
YG DILARANG DLM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YG DISERTAI DG
ANCAMAN PIDANA TERHADAP SIAPA YG
MELAKUKAN PERBUATAN YG DILARANG
TSB.

APA BILA DUA KATA TSB DIGABUNG YAITU
TINDAK PIDANA/DELIK DG KORUPSI=
MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI DPT
DIARTIKAN SBB; 5



Lanjutan pengertian korupsi
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TINDAK PIDANA KORUPSI ADALAH
RUMUSAN-RUMUSAN TENTANG SEGALA 
PERBUATAN YG DILARANG/DIPERINTAHKAN 
DLM UNDANG-UNDANG NO 3 THN 1971, YANG 
KEMUDIAN DISEMPURNAKAN DG NO.31 THN 
1999 SELANJUTNYA DIUBAH DG UU NO. 20 
THN 2001, TENTANG KORUPSI, DIRUMUSKAN 
DALAM PSL 2, 3, 
5,6,7,8,9,10,11,12,12B,13,15,16,21,22,23 DAN 24. 
(DARI PASAL2 TSB ADA 44 RUMUSAN TINDAK 
PIDANA KORUPSI.  UU NO.7 THN 2006
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Pasal 1 UU No 28 Tahun 1999 
(Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN)

Penyelenggara Negara : Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau
yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”
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Penyelenggara Negara :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Negara,

2. Menteri,

3. Gubernur sebagai Wkl Pem Pusat di Daerah,

3. Hakim, disemua tk Pengadilan,

4. Pejabat Negara yg lain : Dubes, Wk Gub, dan Bupati/

Walikota, dan

5. Pejabat lain yg memiliki fungsi strategis (rawan praktek

KKN) :Dir/Kom, dan Pjb Struktural lainnya BUMN/BUMD,

Pimp BI,Pimp Perguruan Tinggi Negeri, Pjbt Es I,Jaksa,

Penyelidik, Panitera Pengadilan, dan Pimpinan dan

Bendaharawan Proyek.
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Bhs Latin “Coruptio” , “corruptus” , “corumpere” 
(bhs Latin tua),“Coruptore”

Bhs Inggris   “Corruption”, “Corrupt”
Bhs Perancis  “Corruption”, 
Bhs Belanda “ Corruptie”
Bhs Indonesia “Korupsi”

Bhs Malaysia “ Resuah” – Riswah (Arab)

Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat
disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-
kata atau ucapan menghina, atau memfitnah. (The Lexicon
Webster Dictionary 1978)
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Penyelewengan atau penggelapan
(uang negara atau perusahaan dan
sebagainya), untuk kepentingan
pribadi dan orang lain.

Busuk, rusak, suka memakai barang
atau uang yang dipercayakan
kepadanya, dapat disogok (melalui
kekuasaannya untuk kepentingan
pribadi).

Perbuatan curang, tindak pidana yang
merugikan keuangan negara
(Kamus Hukum, Subekti dan Tjitrosudibio)
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Secara gamblang telah dimuat dalam 13 pasal dalam
UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Korupsi.

Dari pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan 
dalam  30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana 

korupsi, pasal ini menerangkan secara rinci 
mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana 

mati, pidana penjara, dan pidana denda karena 
korupsi.
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1. Pasal 2

2. Pasal 3

3. Pasal 5 ayat (1) huruf a

4. Pasal 5 ayat (1) huruf b

5. Pasal 13

6. Pasal 5 ayat (2)

7. Pasal 12 huruf a

8. Pasal 12 huruf b

9. Pasal 11

10. Pasal 6 ayat (1) huruf a

11. Pasal 6 ayat (1) huruf b

12. Pasal 6 ayat (2)

13 Pasal 12 huruf c

14. Pasal 12 huruf d
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1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
2. PEREKONOMIAN NEGARA
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tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang
diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana
alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang
meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan
penanggulangan tindak pidana korupsi.

(Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUPTPK)
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Secara lahiriah bermotif Secara sepintas kelihatannya

mendapatkan uang , tetapi bermotif politik, tetapi

sesungguhnya bermotif secara tersembunyi

lain, yaitu kepentingan sesungguhnya bermotif

politik. mendapatkan uang semata
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1. Berkurangnya kepercayaan kepada pemerintah

2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam
masyarakat

3. Menyusutnya pendapatan negara

4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan masyarakat

5. Perusakan mental pribadi

6. Hukum tidak lagi dihormati
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Sri Indrarti Pudjilestari 20

HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI PATUT DIDUGA
HASIL TINDAK PIDANA YANG DISEMBUNYIKAN ASAL

USULNYA SEOLAH-OLAH HARTA KEKAYAAN YANG SAH

Percepatan Pemberantasan Korupsi
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Sri Indrarti Pudjilestari 22

RATIFIKASI

• MELACAK
• MEMBEKUKAN
• MENYITA
• MENGEMBALIKAN
ASET HASIL TPK
DARI LN

• PERJ. EKSTRADISI
• BANTUAN HKM
TIMBAL BALIK

• PENYERAHAN NAPI
• PENGALIHAN
PROSES PIDANA

• PERTUKARAN INFO
• MENCEGAH + BERANTAS
TPK DIBAWAH PAYUNG KS

- EKONOMI
- BANTUAN-TEKNIK

UU NO 7 TH 2006
Ttg Pengesahan United Nations Convention Againt Corruption, 

2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi) 
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Dasar Hukum : 1. Pasal 43 UU PTPK,

2. UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi

Tugas :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi;

2. Supervisi terhadap instansi yang berweang melakukan
pemberantasan korupsi;

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi;

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan
negara.
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Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan 
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan 

Pemberantasan Korupsi
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